
 

      

 

BUPATI SAMPANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

NOMOR  :   7   TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang       : a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi 

Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab; 

  b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Perijinan Tertentu perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 

3. Undang-Undang  ..... 
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  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 

 

11.  Peraturan  ..... 
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 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4532); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin 

Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi 

Perusahaan Industri; 

 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 

tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; 

 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan; 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2008 

tentang Usaha Perikanan Tangkap; 

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 

 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 

 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C); 
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 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2008 Nomor 11); 

 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

dan 

BUPATI SAMPANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG RETRIBUSI 

PERIZINAN TERTENTU. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten 

Sampang. 

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang. 

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. 

9. Badan  ..... 
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9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), 

atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan dari 

Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi dan atau Badan. 

11. Izin Undang-Undang Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi semua usaha/ 

perusahaan yang karena sifatnya dapat mendatangkan kerugian atau gangguan bagi 

masyarakat sekitarnya serta kelestarian lingkungan hidup. 

12. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Penanaman Modal atas rencana 

penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak 

atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah 

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya maupun kegiatan khusus. 

14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana strategi 

pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah  Kabupaten dengan arahan struktur dan 

pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah 

Provinsi Jawa Timur. 

15. Keterangan Rencana Kota/Kabupaten  adalah  informasi   tentang   persyaratan  tata   

bangunan   dan   lingkungan   yang   diberlakukan  oleh   Pemerintah Kabupaten / Kota   

pada   lokasi   tertentu. 

16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase 

berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 

dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase 

perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah 

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana 

tata bangunan dan lingkungan. 

18. Koefisien  ..... 


